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~ Transisi Politik

Berdampak pada

KAYONG UTARA-RK. Sekretaris
Daerah (Sekda) Kayong Utara, Dra Hj
Hilaria Yusnani membuka Sosialisasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri No-
mor 33 tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2020 di Hotel Mahkota Kayong Su-
kadana, Selasa (23/7). ’

Menurut Hilaria, APBD adalah.
rencana keuangan tahunan daerah.
APBD dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
serta ditetapkan dengan Peraturan
Daerah (Perda). :

Ditambahkannya, 2020 meru-

pakan masa transisi politik, di mana’

terjadi pergantian anggota DPRD
KKU antara periode 2014-2019 den-
gan 2019-2024.

“Tentunya akan sangat berdam-
pak pada proses penyusunan APBD
tahun anggaran 2020, baik dari segi
pembahasan maupun substansi dari
APBD itu sendiri,” kata Hilaria.

Oleh karena itu, lanjut dia, hal
tersebut harus benar-benar dicer-
mati. Sehingga APBD 2020 dapat
ditetapkan tepat waktu serta dapat
fokus diarahkan pada program dan
kegiatan yang berorientasi pada ke-
pentingan publik. :

taan lapangan kerja,” papar Hilaria.

Pedoman penyusunan APBD, di-
katakannya menjadi mutlak karena
merupakan koridor yang harus men-
jadiacuan dan dipatuhi semua pihak
yang terlibat dalam penyusunan
APBD.

Dilanjutkan mantan Kadisdik ini,

- Penyusunan

APBD 2020

Hilaria menerangkan pula bahwa
" pemerintah wajib memenuhi alokasi
anggaran untuk fungsi Pendidikan
sekurang-kurangnya 20 persen dari
APBD, anggaran Kesehatan minimal
10 persen dari total Belanja Daerah
diluar gaji, anggaran Infrastruktur
yang bersumber dari dana transfer
umum 25 persen, anggaran pen-
ingkatan kapasitas SDM sekurang-
kurangnya 0,34 persen untuk pemer-
intah provinsi.

Kemudian 0,16 persen untuk
pemerintah Kabupaten atau Kota
daritotal Belanja Daerah, dan alokasi
Anggaran Penguatan APIP 0,3 persen
sampai dengan 0,9 persen dari total
Belanja Daerah.

tanpa adanya APBD yang baik dan
berkualitas, tidak akan ada dasar
pembiayaan untuk melaksanakan
pelayanan publik, kesejahteraan sos-
ial, pengelolaan sumber daya daerah
dan pemberdayaan masyarakat. |
“Harus kita sadari bahwa proses
penyusunan APBD bersifat kom-

Indikator utama untuk mengukur
kualitas pengelolaan keuangan dae-
rah, jelas Hilaria, adalah ketepatan
penyelesaian APBD, tingginya pe-
nyerapan, ketepatan penyampaian
Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD), dan kualitas opini
pemeriksaan BPK-RI.

“Saya berpendapat, dengan berb-
agai regulasi yang ada, pengelolaan
keuangan daerah dimaksudkan agar
sistem dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah mulai dari penyu-
sunan dan perencanaan anggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan,
akuntansi dan pelaporannya berori-
entasi kepada kepentingan publik,
pertumbuhan ekonomi, dan pencip-

_pleks, karena selain menggunakan

pendekatan teknokratis juga politis.
Akan banyak keperitingan berbagai
pihak dalam penyusunan APBD,
tutup Hilaria.

Reporter: Kamiriluddin
Redaktur: Andry Soe
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SOSIALISASL. Sekda Kayong Utara, Hilaria Yusnani menyémpaikan sambutan sekaligus membuka Sosialisasi Permendagri No
33/2019 di Hotel Mahkota Kayong di Sukadana, Selasa (23/7). Humas ror Rakvat Kaisar
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